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ABSTRAK 

Penelitian Tesis dengan judul “Konstitusionalitas Sistem Proporsional 

Terbuka dalam Pemilihan Umum di Indonesia” ini dilatarbelakangi oleh 

perdebatan konstitusional yang terus berulang mengenai keberlakuan sistem 

proporsional terbuka dalam pemilihan umum di Indonesia yang dinilai tidak 

sepenuhnya mencerminkan spirit kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan 

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sistem ini dalam praktik justru menimbulkan distorsi 

representasi politik, seperti dominasi modal, politik uang, dan penurunan kualitas 

calon legislatif, sehingga kedaulatan rakyat cenderung bersifat prosedural dan 

kehilangan dimensi substantifnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022 yang menegaskan konstitusionalitas sistem proporsional 

terbuka kembali memperkuat legitimasi sistem tersebut, namun sekaligus 

membuka ruang kritik terhadap efektivitasnya dalam mewujudkan demokrasi yang 

berkeadilan dan berkualitas. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat 

dirumuskan rumusan masalah yaitu : I. Bagaimana konstitusionalitas pemilihan 

umum sistem proporsional terbuka dalam Putusan MK Nomor 114/PUU- 

XX/2022?, II. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 

114/PUU-XX/2022 berimplikasi pada norma Pemilu 2024? 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Kerangka teori yang 

digunakan meliputi teori demokrasi, teori konstitusionalisme, teori kewenangan, 

dan teori pemilihan umum. Bahan hukum primer berupa UUD 1945, undang- 

undang pemilu, dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, 

sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal ilmiah terkait sistem 

pemilu dan kualitas demokrasi di Indonesia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi 

dalam Putusan Nomor 114/PUU-XX/2022 menyatakan sistem proporsional terbuka 

tetap konstitusional dan sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, namun secara 

substantif sistem ini belum mampu menjamin kualitas representasi politik akibat 

lemahnya pendidikan politik pemilih dan buruknya mekanisme rekrutmen calon di 

internal partai, sehingga diperlukan reformasi sistemik melalui Pendidikan politik 

dan rekrurtmen caleg berbasis merit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 persoalan distorsi 

demokrasi, politik uang, dan melemahnya kaderisasi partai bukanlah persoalan 

konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi yang seharusnya 

diselesaikan melalui penegakan hukum, penguatan sistem kepartaian, dan 

perbaikan budaya politik. Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 

114/PUU-XX/2022 memiliki implikasi langsung terhadap norma dan 

penyelenggaraan pemilu 2024, terutama dalam aspek kepastian hukum, 

kesinambungan norma, dan stabilitas demokrasi electoral. 

Kata Kunci: kedaulatan rakyat, sistem proporsional terbuka, konstitusionalitas 

pemilu, Putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, kualitas representasi politik. 
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